
BUPATI KOTAWARINGIN BARkT 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

I 
PERATURAN BUPATI KOTAWARING, N BARAT 

NOMOR 7 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENE~ LAIN YANG SAH 
KEPALA DESA DAN PERANGKATIDESA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTAWARINGIN B~T, 

bahwa untuk melaksanakan ket ntuan Pasal 81 ayat (4) 
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang- ndang Nomor 6 Tahun 
2014 ten tang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhirdengan Peraturan I Pemerintah Nom,or 11 
Tahun 2019 ten tang Perubah81:1:Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun ~014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang r:iomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa, perlu meneta~~an Peraturan Bupati 
tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan 
lain yang sah Kepala Desa dan P , rangkat Desa; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Dar rat Nomor 3 Tahun 1953 
Tentang Pembentukan Daerah ingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indo esia Tahun 1953 Nomor 
9) sebagai Undang-Undang (Le , baran Negara Republik 
Indonesia Nomor 72 Tahun 19 ,9, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomo 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lemb : an Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor l t 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomo 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tah n 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indohesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara ~epublik Indonesia Nomor 
5495); I 
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4. Undang-Undar1g Nomor 23 !Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, TamBahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) ~ebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan ldengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran 

I 
egara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 ten tang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-pndang Nomor 6 Tahun 
2014 ten tang Desa (Lembaran Nr_gara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tam1Jahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 55 9) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terajir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 T · hun 2019 ten tang 
PerubahanKedua Atas Peratura 

I 
Pemerintah Nomor 43 

Ta.bun 2014 tentang Peraturaq Pelaksanaan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahu 2019 Nomor 6321); 

6 . Peraturan Pemerintah Nomor ri0 Tahun 2014 ten tang 
Dana Desa yang Bersumber da · Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembar n Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor lt8, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia No or 5558) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali ter khir dengan Peraturan 

• I 
Pemermtah Nomor 8 Tahun 2{)16 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Ta.bun 2014 
tentang Dana Desa yang Be sumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Nega a (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri INomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Ta un 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah de!an Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam egeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan roduk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuanga Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 fiomor 611); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotkwaringin Ba.rat Nomor 4 
Tahun 2016 tentang Pengangkcltan dan Pemberhentian 
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Ka bu paten 
Kotawaringin Ba.rat Tahun 2016 I omor 4); 
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotkwaringin Barat Nomor 1 
Tahun 2019 tentang Pokok-Pokdk Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabu}Daten Kotawaringin Barat 
Tahun 2019 Nomor 1); I 

12. Peraturan Daerah Kabupaten K~tawaringin Barat Nomor 
10 Tahun 2019 tentang Pemb ,ntukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabu aten Kotawaringin Barat 
Tahun 2019 Nomor 10); 

13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 83 Tahun 
2016 tentang Pengangkatan da pemberhentian Kepala 
Desa (Berita Daerah Kabupaten otawaringin Barat Tahun 
2016 Nomor 83); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG ~ ENGHASILAN TETAP, 
TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LfN YANG SAH KEPALA 
DESA DAN PERANGKAT DESA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang di aksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kotaw1ringin Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kep~a Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemeri tahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kotawaring n Barat. 

4 . Desa adalah kesatuan masyarak t hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenan . untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakars masyarakat, hak asal 
usul, da1:/ atau hak t~adisional yf ng diakui dan dihorm8:ti 
dalam s1stem pemermtahan Ne ara Kesatuan Repubhk 
Indonesia. 

5. Pemerintahan 
pemerintahan 
dalam sistem 
Indonesia. 

Desa adalah Aenyelenggaraan urusan 
dan kepentinga masyarakat setempat 
pemerintahan Ne ara Kesatuan Republik 

6 . Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Dest-

7. Kepala Desa adalah pimpinan pel nyelenggaraan kegiatan 
Pemerintahan Desa. 
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8. Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil, yang 
selanjutnya disebut Sekretaris Desa Non-PNS adalab 
Sekretaris Desa yang tidak memenubi persyaratan 
sebingga tidak dapat diangkat Il1enjadi PNS berdasarkan 
peraturan perundang-undangan ~ang berlaku. 

9. Perangkat Desa adalab pembal}tu Kepala Desa dalam 
menyelenggarakan kegiatan Pe11I1erintaban Desa, yang 
terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala 
Seksi,dan Kepala Dusun i 

10. Keuangan Desa adalah semua ak dan kewajiban yang 
dapat dinilai dengan uang sert segala sesuatu berupa 
uang dan barang yang berbubun an dengan pelaksanaan 
bak dan kewajiban. 

11 . Pengbasilan Tetap adalab pen~.basilan yang diberikan 
setiap bulan kepada Kepala Des anPerangkat Desa yang 
bersumber dari Alokasi Dana Des, . 

12. Tunjangan adalab tambaban pendapatan di luar 
pengbasilan tetap yang diteri a Kepala Desa dan 
Perangkat Desa. 

13. Penerimaan lain yang sab adalab lpendapatan Kepala Desa 
dan Perangkat Desa diluar engbasilan Tetap dan 
Tunjangan. 

14. Alokasi Dana Desa selanjutny disingkat ADD adalab 
Dana perimbangan yang dite , ima kabupaten dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab kabupaten 
setelab dikurang dana alokasi kb 

15. Anggaran Pendapatan dan elanja Daerab yang 
selanjutnya disingkat APBD ad lab rencana keuangan 
tabunan Pemerintaban Daerab yang dibabas dan disetujui 
bersama oleb Pemerintab Daera& dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerab, dan ditetapkan d ngan Peraturan Daerab. 

16. Anggaran Pendapatan dan Belan;a Desa yang selanjutnya 
disebut APB Desa adalah rendana keuangan tabunan 
pemerintaban desa. 

1 7. Rencana Pembangunan Jangk Menengah Desa yang 
selanjutnya disingkat RPJM · IDesa . adalab Rencana 
Kegiatan Pembangunan Desa ntuk jangka waktu 6 
(enam) tahun. 

18. Rencana Kerja Pemerintab Desa sng selanjutnya disebut 
RKP Desa adalab penjabaran tlari RPJM Desa untuk 
jangka waktu 1 (satu) tahun. 

19. Peraturan Desa adalab peratur · n perundang-undangan 
yang ditetapkan oleb Kepala DJsa setelab dibahas dan 
disepakatj bers~nna Badan PermJsyawaratan Desa. 

. . ' ·1 
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BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 I 

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman 
dalam pemberian penghasilan, tunjangan, dan penerimaan 
lain yang sah untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

Pasal 3 

Tujuan disusunnya Peraturan Bubati ini adalah sebagai 
upaya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk 
meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Kepala Desa dan 
Perangkat Desa dalam melaksanakaIJL tugasnya. 

BAB III 
JENIS PENGHASILAN 

Pasal 4 

Penghasilan yang dapat diberikan kepada Kepala Desa dan 
Perangkat Desa dalam APBDesa terdiri dari: 
a. Penghasilan Tetap; 
b. Tunjangan; dan 
c. Penerimaan lainnya yang sah. 

BAB IV 
PENGHASILAN TETAP 

Pasal 5 

( 1) Penghasilan tetap diberikan I kepada Kepala Desa, 
Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan 
dalam APBDesa yang bersumber dari ADD. 

(2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
diatur sebagai berikut: 
a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa sebesar 

Rp. 4.000.000,00 (empatjuta rupiah) tiap bulan; 
b. besaran penghasilan tetap ekretaris Desa sebesar 

Rp. 3.100.000,00 (tiga juta eratus ribu rupiah) tiap 
bulan; dan 

c. besaran penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya 
sebesar Rp. 2. 700.000,00 (dua juta lima ratus ribu 
rupiah) tiap bulan. 

Pasal 6 

Pemberian Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 tidak berlaku un tuk: 
a. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai 

Negeri Sipil atau TNI/Polri. 
b. Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan sebagai Penjabat 

Kepala Desa/Sekretaris Desa/Perangkat Desa. 
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BAB V 
TUNJANGAN 

Pasal 7 

( 1) Selain mendapat penghasilan tetap, Kepala Desa dan 
Perangkat Desa dapat diberikan t njangan. 

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksh d pada ayat (1) terdiri 
dari: I 
a. tunjangan jabatan; 
b. tunjangan kesehatan; 
c. tunjangan ketenagakerjaan; d 
d. tunjangan tambahan penghas1lan 

Pasal 8 

(1) Tunjangan Jabatan sebagaimana! dimaksud pasal 7 ayat 
(2) huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat 
Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari Penghasilan 
Tetap Kepala Desa dan ferangkat desa yang 
bersangkutan. I 

(2) Kepala Desa, Perangkat Desa, Penjabat Kepala 
Desa/ Sekretaris Desa/ Perangk I t Desa yang berstatus 
Pegawai Negeri Sipil dapat dibe ikan tunjangan jabatan 
sebesar tunjangan jabatan Kepa]a Desa, Sekretaris Desa 
dan Perangkat Desa bukan PegaJ ai Negeri Sipil. 

Pasal 9 

(1) Tunjangan Kesehatan sebagait ana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (2) huruf b diberikan kepada Kepala Desa, 
Perangkat Desa serta keluarganya (suami/istridananak 
yang masih dalam tanggungan untuk 3 (tiga) orang) 
dalam bentuk pembayaran p~emi jaminan asuransi 
kesehatan melalui kepesertaan dalam Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (B 

I 
JS) Kesehatan. 

(2) Tunjangan Kesehatan tidak ber aku bagi Kepala Desa, 
Perangkat Desa, Penjabat Kepal Desa/ Sekretaris Desa 
yang berstatus Pegawai Negeri Si~il. . 

(3) Tunjangan Kesehatan tidak bed aku untukKepala Desa 
dan Perangkat Desa yang sudah mendapatkan tunjangan 
kesehatan dari istri atau suamin I . 

Pasal 10 

(1) Tunjangan ketenagakerjaan ebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dliberikan kepada Kepala 
Desa dan Perangkat Desa dalJ m bentuk pembayaran 
premi jaminan asuransi k1tenagakerjaan melalui 
kepesertaan dalam Badan Pen ye enggara J aminan Sosial 
(BPJS) Ketenagakerjaan. 
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(2) Tunjangan ketenagakerjaantidaJ berlaku bagi Kepala 
Desa, Perangkat Desa, Penjabat Kepala Desa/ Sekretaris 
Desa yang berstatus Pegawai Neg ri Sipil. 

Pasal 11 

(1) Tunjangan tambahan penghasila sebagaimana dimaksud 
pasal 7 ayat (2) huruf d dapat d iberikan paling banyak 
sebesar 30% (tiga puluh persbn) dalam satu tahun 
anggaran berdasarkan realisasi p rolehan Pendapatan Asli 
Desa yang dimuat dalam Peratur n Desa tentang Realisasi 
Pelaksanaan APB Desa tahun an~aran sebelumnya. 

(2) Tunjangan tambahan penghasil n bersumber dari dana 
Pendapatan Asli Desa. I 

(3) Besaran Tunjangan tambahan pe~ghasilan serta perincian 
penggunaannya diatur lebih l · njut dalam Peraturan 
Kepala Desa. 

BAB VI 
PENERIMAAN LAIN YANG Si 

Pasal 12 

( 1) Kepala Desa dan Perangkat Desadapat diberikan 
penerimaan lain yang sah. I 

(2) Penerimaan lain yang sah seba9aimana dimaksud pada 
ayat (1) dalam bentuk honorarilfm atau insentif sebagai 
kompensasi kerja atas pelaksanaan kegiatan dalam APB 
Desa. I 

(3) Besaran honorarium atau insentif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) berdasarkafil Keputusan Bupati 
Kotawaringin Barat yang mengattb.r tentang Standar Biaya 
Umum Kegiatan bagi 'Pemerintah Desa dengan tetap 
mempertimbangkan kemampuan euangan desa. 

(4) Penerimaan lain yang sah dap t berupa insentif yang 
berasal dari bantuan keuan~an Pemerintah Pusat, 
Provinsi maupun Kabupaten. I 

BAB VII I 
TUNJANGAN BAGI PENJABAT KEPALA DESA 

. I 
Pasal 13 

Penjabat Kepala Desa diberikan tunjangan sebesar 
Rp. 1.500.000,- (satu juta lima rat~ s ribu rupiah) per bulan 
sebagai kompensasi kerja atas pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawabnya. 



BAB VII 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 14 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka: 

a. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 
2014 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan 
Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan 
Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Barat Tahun 2016 Nomor 9); 

b. Peraturan Bupati Nomor 26 I Tahun 2017 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 tentang 
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan. Penerimaan Lain yang 
Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat T~un 2017 Nomor 26) 

dicabut dan dinyatakan tidak berlakul 

Pasal 15 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 
2020. 

Agar setiap orang mengetah inya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Diundangkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 27 Februari 2020 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, 

TTD 

SUYANTO 

Ditetapkaljl di Pangkalan Bun 
pada tanggal 27 Februari 2020 

I 
BUPATI NOTAWARINGIN BARAT, 

TTD 

NURHIDAYAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN I BARAT TAHUN 2020 
NOMOR 7 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAG HUKUM, r 

WAHJU WIDIAS I, S.H., L.L.M 
NIP. 19690112 199903 2 005 


